FORMAT PENGISIAN LKPJ TA 2022

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
1. Capaian Kinerja Utama
Capaian Kinerja Utama
Instansi Sekretariat DPRD T.A 2022
KON
DISI TAHUN / REALISASI 2022
NO INDIKATOR AWA e | REAL
L
0017 2018 | 2019 | 2020 | 2021 — SAS]
Indeks Kepuasan DPRD terhadap
1 - - - 79,39% | 80% | 100% 81%

Fasilitasi Layanan Setwan

Indikator kinerja utama pada Sekretariat DPRD yaitu Kepuasan DPRD terhadap

Fasilitasi Layanan Setwan pada tahun 2022 dengan capaiaan kinerja sebesar 81% telah

menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target kinerja yang telah ditentukan. Capaian

tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan kerjasama tim yang efektif dan efisien di

lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes, serta meningkatkan kolaborasi antar

stakeholder di Kabupaten Brebes.

2. Capaian Kinerja Program Pembangunan

Capaian Kinerja Program Pembangunan
Instansi Sekretariat DPRD T.A 2022

o TAHUN / REALISASI 2022
NO INDIKATOR AWAL e REP,
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | BT e

Jenis Dokumen Kehumasan dan

1 Protokoler (Dokumen) ) ) 16 16 16 16 16
Dokumen Pokok-Pokok Pikiran

2 DPRD (Dokumen) ) ) 2 2 2 2 2
Dokumen Hasil Pengawasan

3 Pembangunan Daerah (Dokumen) ) ) 2 2 2 2 2
Jumlah Rancangan Peraturan

4 Perundang-Undangan yang - - 15 15 15 15 10
difasilitasi
Jenis Bimtek Peningkatan

5 Kapasitas Anggota DPRD yang - - 11 11 11 11 9
Dilaksanakan




Pada tabel diatas terdapat 3 indikator yang tercapai 100% yaitu pada indicator jenis
dokumen kehumasan dan protokoler terealisasi 16 dari target 16, dokumen Pokok-Pokok
Pikiran DPRD terealisasi 2 dari target 2, Dokumen hasil pengawasan pembangunan daerah
terealisasi 2 dari target 2. Sedangkan indikator Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan yang difasilitasi belum tercapai. Adapun PERDA yang terealisasi/terfasilitasi
berjumlah 10 PERDA yang terdiri dari 3 PERDA Eksekutif dan 7 PERDA Inisiatif. Belum
tercapainya target pada tahun ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran untuk
kegiatan PROPEMPERDA maka PERDA yang ditetapkan berkurang. Hasil dari AKP
(Analisis Kebutuhan Perda) Provinsi di jelaskan bahwa terdapat prioritas kebutuhan Perda,
sehingga ada beberapa Perda yang lebih Prioritas untuk dilaksanakan. Sedangkan untuk
indikator Jenis Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD yang Dilaksanakan
terealisasi 9 dari target 11 dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran untuk kegiatan
BIMTEK.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Realisasi kinerja tahun ini sesuai dengan target yang direncanakan yang
dibuktikan dengan meningkatnya penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 94.32%

serta realisasi fisik yang telah mencapai target sebesar 100%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan atau permasalahan dan solusi

Kinerja tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan dari tahun anggaran

sebelumnya dikarenakan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan

jadwal/schedule yang sudah ditetapkan.

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah
ditetapkan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
capaian kinerjanya menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target kinerja yang
telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 94.61% dan realisasi fisik yang
rata-rata sudah mencapai 100%.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD capaian
kinerjanya menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target knierja yang telah
ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi DPRD telah mencapai 93.52% dan reealisasi fisik yang sudah mencapai
98.5%.



d. Anggaran dan realisasi program kegiatan dan sub kegiatan

BERTAMBAH
BELANJA
NO URUSAN (BERKURANG)
ANGGARAN REALISASI (RP) (%)
1 Unsur Pendukung
Urusan Pemerintahan
Belanja Operasi Rp 62,462,513,472 | Rp 58,943,934,154 | Rp 3,518,579,318 | 94.36%
Belanja Modal Rp 280,330,000 | Rp 233,653,450 | Rp 46,676,550 | 83.34%
JUMLAH Rp 62,742,843,472 | Rp 59,177,587,604 | Rp 3,565,255,868 | 94.32%
PROGRAM/ KEGIATAN/
NO ANGGARAN REALISASI (%)
SUB KEGIATAN
l. PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI Rp 45,592,272,472 Rp 43,137,346,472 94.61
DPRD
1. Perencanaan, Penganggaran, dan
Rp 772,796,982 Rp 736,471,273 95,29
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Rp 180,776,400 Rp 166,749,449 92.24
Perangkat Daerah
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Rp 507,209,182 Rp 492,354,952 97.07
Kinerja SKPD
1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 84,811,400 Rp 77,366,872 91.22
2. Administrasi Keuangan Perangkat
Rp 4,880,641,290 Rp 4,493,887,673 92.08
Daerah
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4,445,038,390 Rp 4,107,660,234 92.41
2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan
. o Rp 244,192,600 Rp 221,902,300 90.87
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Rp 44,867,900 Rp 39,437,012 87.90
SKPD
2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
) Rp 101,807,000 Rp 88,097,027 86.53
Keuangan Akhir Tahun SKPD
25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme Rp 44,735,400 Rp 36,791,100 82.24
SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat
b h Rp 1,614,634,000 Rp 1,404,750,270 87
aeral




3.1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Rp 116,491,000 Rp 85,302,390 73.23
Kelengkapannya
3.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi
] Rp 1,175,340,000 Rp 1,040,858,060 | 88.56
Kepegawaian
3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Rp 322,803,000 Rp 278,589,820 | 86.30
Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 2,379,321,100 Rp 2,251,337,444 94.62
4.1 Penyediaan Komponen Instalasi
o Rp 266,188,000 Rp 24,883,300 95.02
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Rp 65,097,000 Rp 44,428,500 68.25
Kantor
4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 495,959,000 Rp 479,055,540 96.59
4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 535,789,000 Rp 477,111,000 89.05
4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Rp 180,640,000 Rp 171,152,000 94.75
Penggandaan
4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Rp 1,000,000 Rp 0 0.00
Perundang-Undangan
4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
i Rp 1,074,648,100 Rp 1,054,707,104 | 98.14
Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah
] ) Rp 315,277,000 Rp 270,357,450 | 85.75
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1 Pengadaan Mebel Rp 147,287,000 Rp 137,305,450 93.22
5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 167,990,000 Rp 133,052,000 79.20
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
) Rp 804,160,500 Rp 602,752,868 74.95
Pemerintahan Daerah
6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 21,462,000 Rp 19,936,000 92.89
6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
) o Rp 607,949,000 Rp 441,148,868 72.56
Daya Air dan Listrik
6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Rp 174,749,500 Rp 141,668,000 | 81,07
Perlengkapan Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Rp 1,259,017,200 Rp 824,575,640 65.49
Daerah
7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
) ) Rp 552,648,000 Rp 270,222,965 | 48.90
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
) ) Rp 212,160,000 Rp 92,098,000 | 43.41
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
7.3 Pemeliharaan Mebel Rp 32,094,000 Rp 32,094,000 | 100.00
7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Rp 88,446,400 Rp 65,034,375 75.53

Lainnya




7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
) Rp 37,800,000 Rp 29,836,000 78.93
dan Bangunan Lainnya
7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Rp 335,868,800 Rp 335,290,300 99.83
Lainnya
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan
Rp 33,538,489,000 Rp 32,530,260,654 | 96.99
DPRD
8.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
Rp 33,399,753,000 Rp 32,465,815,654 | 97,20
DPRD
8.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
Rp 72,136,000 Rp 7,345,000 10.18
DPRD
8.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Rp 66,600,000 Rp 57,100,000 85.74
9. Layanan Administrasi DPRD Rp 27,935,400 Rp 22,953,200 82.17
9.1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 | 100.00
DPRD
9.2 Fasilitasi Fraksi DPRD Rp 26,935,400 Rp 21,953,200 | 81.50
1. PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI Rp 17,150,571,000 Rp 16,040,241,132 93.52
DPRD
1. Pembentukan Peraturan Daerah dan
Rp 2,021,518,900 Rp 1,817,563,282 | 89.91
Peraturan DPRD
1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program
Rp 19,259,000 Rp 19,026,325 98.79
Pembentukan Peraturan Daerah
1.2 Pembahasan Rancangan Peraturan
Rp 59,304,900 Rp 53,098,550 | 89.53
Daerah
1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-
Rp 1,121,793,000 Rp 981,993,407 | 87.54
Undangan
1.4 Fasilitasi Penyusunan
) . Rp 807,064,000 Rp 751,204,000 93.08
Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
1.5 Penyusunan Tata Tertib DPRD Rp 14,098,000 Rp 12,241,000 86.83
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran Rp 12,748,200 Rp 8,740,000 68.56
2.1 Pembahasan KUA dan PPAS Rp 2,124,700 Rp 1,397,000 65.75
2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan
Rp 2,124,700 Rp 1,397,000 65.75
Perubahan PPAS
2.3 Pembahasan APBD Rp 2,124,700 Rp 1,397,000 65.75
2.4 Pembahasan APBD Perubahan Rp 2,124,700 Rp 1,397,000 65.75
2.5 Pembahasan Laporan Semester Rp 2,124,700 Rp 1,397,000 65.75
2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Rp 2,124,700 Rp 1,755,000 82.60
3. Pengawasan Penyelenggaraan
) Rp 269,763,000 Rp 179,037,000 66.37
Pemerintahan
3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang
Rp 65,400,000 Rp 36,732,000 | 56.17

Pemerintahan dan Hukum




3.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Rp 65,625,000 Rp 60,535,000 | 91.97
Infrastruktur
3.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
] Rp 69,486,000 Rp 35,853,000 | 51.60
Kesejahteraan Rakyat
3.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
) Rp 69,252,000 Rp 46,099,000 | 66.57
Perekonomian
4. Peningkatan Kapasitas DPRD Rp 2,766,796,200 Rp 2,399,006,041 86.70
4.1 Pendalaman Tugas DPRD Rp 1,052,644,000 Rp 923,491,523 87.73
4.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Rp 610,000,000 Rp 599,279,150 98.24
4.3 | penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Rp 5,600,000 Rp 0| 0.00
4.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Rp 252,000,000 Rp 234,500,000 93.06
4.5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Rp 842,821,700 Rp 640,000,868 75.94
4.6 | Penyusunan Program Kerja DPRD Rp 3,750,000 Rp 1,734,500 | 46.50
5. Penyerapan dan Penghimpunan
a Rp 1,282,310,400 Rp 1,020,332,265 | 79.57
Aspirasi Masyarakat
51 Kunjungan Kerja dalam Daerah Rp 69,214,400 Rp 41,344,000 59.73
52 Penyusunan
. Rp 118,871,000 Rp 74,946,765 | 63.05
Pokok-Pokok Pikiran DPRD
53 Pelaksanaan Reses Rp 1,094,225,000 Rp 904,041,500 82.62
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode
) Rp 113,655,500 Rp 76,087,055 | 66.95
Etik DPRD
6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD Rp 71,349,400 Rp 46,641,960 65.37
6.2 Pengawasan Kode Etik DPRD Rp 42,306,100 Rp 29,445,095 69.60
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah Rp 83,595,000 Rp 42,490,800 50.83
7.1 Penyusunan Bahan Komunikasi dan
o Rp 83,595,000 Rp 42,490,800 | 50.83
Publikasi
8. Fasilitasi Tugas DPRD Rp 10,600,183,800 Rp 10,496,984,689 | 99.06
8.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan
Rp 10,447,356,300 Rp 10,372,905,189 | 99.29
Tugas DPRD
8.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Rp 149,443,500 Rp 120,859,500 80.87
8.3 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Rp 3,384,000 Rp 3,220,000 95.15
e. Program mencakup tujuan, manfaat dan dampak dan Kegiatan dan sub kegiatan
meliputi keluaran / hasil dari pelaksanaan kegiatan
1. | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD




c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keluaran Kegiatan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Hasil Kegiatan

Dokumen Renstra Renja

b. Kegiatan Administras

Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

c. Pembahasan APBD

d. Pembahasan APBD Perubahan

e. Pembahasan Laporan Semester

f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Keluaran Kegiatan

Jenis Dokumen Administrasi Keuangan

Hasil Kegiatan

Dokumen SPP, SPM, SP2D, Laporan Keuangan

C. Kegiatan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya
b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

Keluaran Kegiatan Tersedianya Pakaian dan Peningkatan Kapasitas
Karyawan/Karyawati Sekretariat DPRD

Hasil Kegiatan Terpenuhinya pakaian dan peningkatan kapasitas

karyawan/karyawati Sekretariat DPRD

d. Kegiatan Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keluaran Kegiatan

Tercapainya pengelolaan administrasi umum

Hasil Kegiatan

Tersusunnya laporan administrasi umum




e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keluaran Kegiatan

Tercapainya pengelolaan administrasi umum

Hasil Kegiatan

Tersusunnya laporan administrasi umum

f.

Kegiatan Penyediaan

Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran Kegiatan

Tercapainya pengelolaan administrasi umum

Hasil Kegiatan

Tersusunnya laporan administrasi umum

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

c. Pemeliharaan Mebel

d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Keluaran Kegiatan

Tercapainya pengelolaan administrasi umum

Hasil Kegiatan

Tersusunnya laporan administrasi umum

h. Kegiatan Layanan

Ke

uangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan

a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Keluaran Kegiatan

Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD

Hasil Kegiatan

Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD




Sub Kegiatan

a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD
b. Fasilitasi Fraksi DPRD

Keluaran Kegiatan

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD

Hasil Kegiatan

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD

Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan

a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan
Peraturan Daerah

b. Pembahasan Rancangan Perda

c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah
Akademik

e. Penyusunan Tata Tertib DPRD

Keluaran Kegiatan

a. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan
Program Pembentukan Peraturan Daerah

b. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah

c. Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan

d. Jumlah Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah
Akademik yang difasilitasi

e. Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun

Hasil Kegiatan

Dokumen

b. Kegiatan Pembahasa

n Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan

a. Pembahasan KUA dan PPAS

b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Pembahasan APBD

d. Pembahasan APBD Perubahan

e. Pembahasan Laporan Semester

f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Keluaran Kegiatan

Dokumen Hasil Pembahasan

Hasil Kegiatan

Dokumen Hasil Pembahasan sebagai kebijakan anggaran
pemerintah daerah yang disetujui bersama antara DPRD

dengan Kepala Daerah




c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan

a. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan
dan Hukum

b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
¢. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan
Rakyat

d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Keluaran Kegiatan

Laporan Hasil Pengawasan

Hasil Kegiatan

Dokumen hasil pengawasan DPRD terhadap Pemerintah
Kabupaten sebagai wujud pelaksanaan Fungsi Pengawasan
DPRD

d. Kegiatan Peningkatan

Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan

. Pendalaman Tugas DPRD

. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

a

b

c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
d

e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
f.

Penyusunan Program Kerja DPRD

Keluaran Kegiatan

Q

. Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD

b. Pembayaran advertorial kegiatan kedewanan kepada
media massa tingkat kabupaten / provinsi

¢. Jumlah Dokumen Rencana Kerja

d. Jumlah Laporan Fraksi/Alat Kelengkapan dan Kinerja
DPRD yang disusun

e. Tersedianya fasilitas penerimaan tamu kunjungan DPRD,
fasilitasi keprotokolan paripurna

f. Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Hasil Kegiatan

Dokumen

e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan

a. Kunjungan Kerja dalam Daerah
b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

c. Pelaksanaan Reses

Keluaran Kegiatan

Dokumen Aspirasi Masyarakat




Hasil Kegiatan

Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang digunakan
sebagai salah satu muatan untuk pelaksanaan pembangunan
mulai dari perencanaan (RKPD) sampai dengan APBD nya.

f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub Kegiatan

a. Penyusunan Kode Etik DPRD
b. Pengawasan Kode Etik DPRD

Keluaran Kegiatan

Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

Hasil Kegiatan

Terbentuknya Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan
Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD

g. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

Keluaran Kegiatan

Pembuatan majalah legislative, pembuatan CD kegiatan ke

dewanan

Hasil Kegiatan

Penyampaian pendapat dewan tersampaikan di majalah

legislative, dan dokumentasi kegiatan dewan terlaksana

h. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan

a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Keluaran Kegiatan

Terlaksananya sharing kunjungan Pimpinan dan Anggota
DPRD ke luar daerah

Hasil Kegiatan

Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan masukan dan

informasi yang berguna bagi peningkatan kapasitas DPRD

Tujuan Program

Sebagai Perwujudan Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD

Dampak Program

Signifikan dibuktikan dengan terlaksananya tugas dan fungsi DPRD

dengan maksimal

Manfaat Program

Menunjang terlaksananya tugas dan fungsi DPRD

f.  Penghargaan yang didapat di tahun 2022 (tingkat provinsi dan atau tingkat nasional)

Tidak terdapat penghargaan tingkat provinsi maupun nasional yang didapat di tahun

2022.







B. PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
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SEKRETARIAT
DPRD

UNSUR
PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN

PROGRAM
DUKUNGAN
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

11

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah

Dokumen
Perencanaan

Perangkat Daerah

6 Dokumen

6 Dokumen

Tercapai




1.2 Koordinasi dan Jumlah laporan 4 Dokumen 4 Dokumen Tercapai
Penyusunan capaian kinerja dan
Laporan Capaian | ikhtisar realisasi
Kinerja dan kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi | laporan hasil
Kinerja SKPD koordinasi
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.3 Evaluasi Kinerja Jumlah laporan 1 Laporan 1 Laporan Tercapai
Perangkat evaluasi kinerja
Daerah Perangkat daerah
2. Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah
2.1 Penyediaan Gaji | Jumlah orang yang 35 35 orang/bulan | Tercapai

dan Tunjangan
ASN

menerima gaji dan
tunjangan ASN

orang/bulan




2.2 Pelaksanaan Jumlah dokumen 200 dokumen 200 dokumen Tercapai
Penatausahaan penatausahaan dan
dan pengujian/verifikasi
Pengujian/Verifik | Keuangan SKPD
asi Keuangan
SKPD
2.3 Koordinasi dan Jumlah dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen Tercapai
Pelaksanaan koordinasi dan
Akuntansi SKPD | pelaksanaan
akuntansi
24 Koordinasi dan Jumlah laporan 1 Laporan 1 Laporan Tercapai
Penyusunan keuangan akhir
Laporan tahun SKPD dan
Keuangan Akhir laporan hasil
Tahun SKPD koordinasi
penyusunan laporan
keuangan Akhir
Tahun SKPD
25 Koordinasi dan Jumlah laporan 1 Laporan 1 Laporan Tercapai

Penyusunan
Laporan

keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD




Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Seme SKPD

3. Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
3.1 Pengadaan Jumlah paket 7 Paket 7 Paket Penyerapan anggaran
Pakaian Dinas pakaian dinas tidak maksimal
Beserta Atribut dbeserta atribut disebabkan adanya
Kelengkapannya | kelengkapan perbedaan Standar
Satuan Harga yang
tinggi dibandingkan
dengan harga pasar.
3.2 Pendataan dan Jumlah dokumen 1 dokumen 1 Dokumen Tercapai

Pengolahan
Administrasi

Kepegawaian

pendataan dan
pengolahan
administrasi
kepegawaian
perangkat daerah




3.3 Bimbingan Jumlah orang yang 36 Orang / 36 Orang Tercapai
Teknis mengikuti Bimbingan | ASN
Implementasi Teknis Implementasi
Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan undangan
4. Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
4.1 Penyediaan Jumlah paket 3 paket 3 Paket Tercapai
Komponen komponen instalasi
Instalasi listrik/ penerangan
Listrik/Penerang bangunan kantor
an Bangunan yang disediakan
Kantor
4.2 Penyediaan Jumlah paket 60 jenis 60 jenis Penyerapan anggaran

Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

peralatan dan
perlengkapan kantor
yang disediakan

tidak maksimal

disebabkan adanya
perbedaan Standar
Satuan Harga yang




tinggi dibandingkan
dengan harga pasar.

4.3 Penyediaan Jumlah paket 4 Paket 4 Paket Tercapai
Peralatan peralatan rumah
Rumah Tangga tangga yang
disediakan
4.4 Penyediaan Jumlah paket bahan | 4 paket 4 Paket Tercapai
Bahan Logistik logistic kantor yang
Kantor disediakan
4.5 Penyediaan Jumlah paket barang | 3 paket 3 Paket Tercapai
Barang Cetakan | cetakan dan
dan penggandaan yang
Penggandaan disediakan
4.6 Penyediaan Jumlah dokumen 2 Dokumen - Ketersediaan buku
Bahan Bacaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
dan Peraturan peraturan undangan sudah
Perundang- Perundang- tercukupi.
Undangan undangan yang
disediakan
4.7 Penyelenggaraa | Jumlah laporan 12 Laporan 12 Laporan Tercapai

n Rapat

penyelenggaraan




Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

5.1

Pengadaan
Mebel

Jumlah paket mebel

yang disediakan

1 kegiatan

1 kegiatan

Tercapai

5.2

Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jenis peralatan dan
mesin lainnya yang
disediakan

1 Tahun

1 tahun

Penyerapan anggaran
tidak maksimal
disebabkan adanya
perbedaan Standar
Satuan Harga yang
tinggi dibandingkan
dengan harga pasar
dan spesifikasi yang




tertera di DPA tidak
tersedia di pasaran.

6. Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
6.1 Penyediaan Jasa | jumlah laporan 2 laporan 2 laporan Tercapai
Surat Menyurat penyediaan jasa
surat menyurat
6.2 Penyediaan Jasa | Julah laporan 5 laporan 5 laporan Penyerapan anggaran
Komunikasi, penyediaan jasa tidak maksimal
Sumber Daya Air | komunikasi, sumber dikarenakan jumlah
dan Listrik daya air dan listrik yang dibayarkan
yang disediakan sesuai dengan jumlah
tagihan
6.3 Penyediaan Jasa | Jumlah laporan 11 laporan Tercapai

Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
yang disediaka




Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Daerah

7.1

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah kendaraan
perorangan dinas
atau kendaraan
dinas jabatan yang
dipelihara dan
dibayarkan pajaknya

20 unit

20 unit

Penyerapan anggaran
tidak maksimal
dikarenakan tingkat
kerusakan kendaraan
dinas masuk pada
kategori kerusakan

ringan — sedang.

7.2

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan

Jumlah kendaraan
dinas operasional
atau lapangan yang
dipelihara dan
dibayarkan pajak
dan perizinannya

4 unit

4 unit

Penyerapan anggaran
tidak maksimal
dikarenakan tingkat
kerusakan kendaraan
dinas masuk pada




Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

kategori kerusakan
ringan — sedang.

7.3 Pemeliharaan Jumlah mebel yang 15 unit 15 unit Tercapai
Mebel dipelihara
7.4 Pemeliharaan Jumlah peralatan 9 unit 9 unit Penyerapan anggaran
Peralatan dan dan mesin lainyya tidak maksimal
Mesin Lainnya dikarenakan tingkat
kerusakan peralatan
dan mesin masuk
pada kategori
kerusakan ringan —
sedang.
7.5 Pemeliharaan/ Jumlah Gedung 1 unit 1 unit Tercapai
Rehabilitasi kantor dan
Gedung Kantor bangunan lainnya
dan Bangunan yang
Lainnya dipelihara/direhabilit
asi
7.6 Pemeliharaan/Re | Jumlah sarana dan 1 unit 1 unit Tercapai

habilitasi Sarana

prasarana




dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan

pendukung Gedung
kantor atau

bangunan lainnya

Lainnya yang
dipelihara/direhabilit
asi
8. Layanan
Keuangan dan
Kesejahteraan
DPRD
8.1 Penyelenggaraa | Jumlah Anggota 50 50 Tercapai
n Administrasi DPRD yang orang/bulan Orang/bulan
Keuangan DPRD | menerima hak
keuangan DPRD
8.2 Penyediaan Jumlah paket 4 jenis 1 Jenis - Adanya rasionalisasi
Pakaian Dinas pakaian dinas dan anggaran
dan Atribut atribut DPRD yang
DPRD disediakan
8.3 Pelaksanaan Jumlah Anggota 50 Orang 44 Orang Penyerapan tidak

Medical Check
Up DPRD

DPRD yang

maksimal dikarenakan
terdapat 6 Anggota




mengikuti Medical
Check UP

Dewan yang tidak
mengikuti
pemeriksaan Medical
Check Up.

9. Layanan
Administrasi
DPRD
9.1 Penyelenggaraa | Jumlah dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Tercapai
n Administrasi hasil
Keanggotan penyelenggaraan
DPRD Administrasi
Keanggotaan DPRD
9.2 Fasilitasi Fraksi Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan Tercapai

DPRD

Hasil Fasilitasi
Fraksi DPRD

PROGRAM
DUKUNGAN
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSI DPRD




1. Pembentukan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
DPRD
11 Penyusunan dan | Jumlah dokumen 20 Dokumen 20 Dokumen Tercapai
Pembahasan hasil penyusunan
Program dan pembahasan
Pembentukan program
Peraturan pembentukan
Daerah Peraturan Daerah
1.2 Pembahasan Jumlah dokumen 20 Dokumen 20 Dokumen Tercapai
Rancangan hasil pembahasan
Perda Rancangan
Peraturan Daerah
1.3 Penyelenggaraa | Jumlah dokumen 8 dokumen 1 dokumen Tercapai
n Kajian kajian perundang-
Perundang- undangan
Undangan
1.4 Fasilitasi Jumlah dokumen 10 dokumen 10 dokumen Tercapai
Penyusunan hasil penyusunan

Penjelasan/Keter

penjelasan atau




angan Naskah

keterangan dan/atau

Akademik Naskah Akademik
yang difasilitasi
1.5 Penyusunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Tercapai
Tata Tertib Tata Tertib DPRD
DPRD yang disusun
2. Pembahasan
Kebijakan
Anggaran
2.1 Pembahasan Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyerapan anggaran
KUA dan PPAS hasil pembahasan tidak maksimal
KUA dan PPAS dikarenakan
kebutuhan ATK sudah
tercukupi pada sub
kegiatan yang lain.
2.2 Pembahasan Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyerapan anggaran

Perubahan KUA
dan Perubahan
PPAS

hasil pembahasan
perubahan KUA dan
perubahan PPAS

tidak maksimal
dikarenakan
kebutuhan ATK sudah
tercukupi pada sub
kegiatan yang lain.




2.3 Pembahasan Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyerapan anggaran
APBD hasil pembahasan tidak maksimal
APBD dikarenakan
kebutuhan ATK sudah
tercukupi pada sub
kegiatan yang lain.
2.4 Pembahasan Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyerapan anggaran
APBD hasil pembahasan tidak maksimal
Perubahan APBD Perubahan dikarenakan
kebutuhan ATK sudah
tercukupi pada sub
kegiatan yang lain.
25 Pembahasan Jumlah dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Penyerapan anggaran
Laporan hasil pembahasan tidak maksimal
Semester laporan realisasi dikarenakan
pelaksanaan APBD kebutuhan ATK sudah
Per-Semester tercukupi pada sub
kegiatan yang lain.
2.6 Pembahasan Jumlah Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen Tercapai
Pertanggungjaw | Hasil Pembahasan
aban APBD Pertanggungjawaba

n APBD




Pengawasan
Penyelenggaraa

n Pemerintahan

3.1 Pengawasan Jumlah laporan hasil | 1 Laporan 1 Laporan Penyerapan anggaran
Urusan pengawasan urusan tidak maksimal
Pemerintahan pemerintahan dikarenakan sedikitnya
bidang bidang ruang waktu yang
Pemerintahan pemerintahan dan tersedia.
dan Hukum hukum

3.2 Pengawasan Jumlah laporan hasil | 1 Laporan 1 Laporan Tercapai
Urusan pengawasan urusan
Pemerintahan pemerintahan
Bidang bidang Infrastruktur
Infrastruktur

3.3 Pengawasan Jumlah laporan hasil | 2 Laporan 1 Laporan Penyerapan anggaran
Urusan pengawasan urusan tidak maksimal
Pemerintahan pemerintahan dikarenakan sedikitnya
Bidang bidang ruang waktu yang
Kesejahteraan Kesejahteraan tersedia.
Rakyat Rakyat

3.4 Pengawasan Jumlah laporan hasil | 2 Laporan 1 Laporan Penyerapan anggaran
Urusan pengawasan urudan tidak maksimal




Pemerintahan

pemerintahan

dikarenakan sedikitnya

Bidang bidang ruang waktu yang
Perekonomian Perekonomian tersedia.
4. Peningkatan
Kapasitas
DPRD
4.1 Pendalaman Jumlah dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen Tercapai
Tugas DPRD hasil pendalaman
tugas DPRD
4.2 Publikasi dan Jumlah dokumen 4 Dokumen 4 dokumen Tercapai
Dokumentasi penyebarluasan
Dewan Produk Hukum
Daerah, Publikasi
dan Dokumentsai
Dewan
4.3 Penyediaan Jumlah orang dalam | 4 Orang - Anggaran tersebut

Kelompok Pakar
dan Tim Ahli

Kelompok Pakar dan
Tim Ahli

pada awal
perencanaan
disiapkan guna
mendukung fasilitasi
AKD, namun pada
tahun berkenaan tidak
dilaksanakan




sehubungan telah
terakomodir di dalam
kegiatan penyusunan
Naskah Akademik.

4.4 Penyediaan Jumlah tenaga ahli 7 Orang 7 Orang Tercapai
Tenaga Ahli fraksi
Fraksi
4.5 Penyelenggaraa | Jumlah dokumen 12 Dokumen 12 dokumen Penyerapan anggaran
n Hubungan hasil tidak maksimal
Masyarakat penyelenggaraan dikarenakan
hubungan kunjungan tamu DPRD
masyarakat dan Rapat Audiensi
tidak bisa diprediksi.
4.6 Penyusunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyerapan anggaran
Program Kerja rencana kerja tidak maksimal
DPRD dikarenakan
kebutuhan ATK sudah
tercukupi pada sub
kegiatan yang lain.
5. Penyerapan dan

Penghimpunan




Aspirasi

Masyarakat
51 Kunjungan Kerja | Dokumen hasil 12 Laporan 12 Laporan Penyerapan anggaran
dalam Daerah kunjungan kerja tidak maksimal
dalam daerah dikarenakan sedikitnya
ruang waktu yang
tersedia.
5.2 Penyusunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Permasalahan :
Pokok-Pokok pokok-pokok pikiran Penyerapan anggaran
Pikiran DPRD DPRD yang disusun tidak maksimal
dikarenakan alokasi
waktu untuk
melaksanakan
kegiatan tersebut
terbatas.
5.3 Pelaksanaan Jumlah dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Tercapai.
Reses hasil pelaksanaan
reses
6. Pelaksanaan

dan




Pengawasan
Kode Etik DPRD

6.1

Penyusunan
Kode Etik DPRD

Jumlah kode etik
dan tata beracara
DPRD

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyerapan anggaran
tidak maksimal
dikarenakan kaidah
normatif yang
mengatur internal
DPRD dan ada aspek
“prudential” sehingga
pembahasannya
cukup lama.

6.2

Pengawasan
Kode Etik DPRD

Jumlah Laporan
hasil pengawasan
kode etik DPRD

1 Laporan

1 Laporan

Penyerapan anggaran
tidka maksimal
dikarenakan
terbentuknya
Peraturan DPRD
tentang Kode Etik
DPRD dan Tata
Beracara Badan
Kehormatan DPRD

menjelang akhir tahun.




7. Pembahasan
Kerja Sama
Daerah
7.1 Penyusunan Jumlah dokumen 3 Dokumen 2 dokumen Penyerapan anggaran
Bahan bahan komunikasi tidak maksimal
Komunikasi dan | dan publikasi yang dikarenakan sedikitnya
Publikasi disusun ruang waktu yang
tersedia.
8. Fasilitasi Tugas
DPRD
8.1 Koordinasi dan Jumlah dokumen 12 Dokumen 12 dokumen Tercapai
Konsultasi hasil koordinasi dan
Pelaksanaan konsultasi
Tugas DPRD pelaksanaan Tugas
DPRD
8.2 Penyusunan Jumlah laporan 1 Laporan 1 laporan Tercapai

Laporan Kinerja
DPRD

fraksi, alat
kelengkapan dan
kinerja DPRD yang

disusun




8.3

Fasilitasi Tugas
Pimpinan DPRD

Jumlah dokumen
hasil Fasilitasi Tugas
Pimpinan DPRD.

12 Dokumen

12 dokumen Tercapai

Brebes, 6 Februari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BREBES

KOMAR, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP 19640714 199203 1 006




